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MOTTO  

 

 

 

Artinya : ñSesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 

hukum diantara manusia hendaknya menetapkannya dengan adil. 

Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.ò (Q.S. An-Nisa: 58)1 

  

  

 
1 An Nisa (4) : 58 
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ABSTRAK  

 

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sah atau tidaknya penangkapan 

tersangka menurut KUHAP, dalam skripsi ini tentunya berdasarkan Undang-

Undang No.8 Tahun 1981, sejak ditetapkan 31 desember 1981 lahirnya KUHAP 

yang bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materil, mencari pelaku 

tindak pidana dan menghindarkan yang tidak bersalah tidak terkena hukuman, 

guna menjamin agar KUHAP dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang 

dicita-citakan maka dalam KUHAP diatur lembaga baru yakni praperadilan tujuan 

dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang 

menegaskan bahwa tujuan daripada praperadilan adalah untuk menegakkan 

hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal kemudian 

praperadilan memberi wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap kasus pidana yang berkaitan dengan 

penggunaan ñupaya paksaò seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum 

yang mana wewenang itu diatur dalam pasal 1 huruf 10 jo pasal 77 KUHAP. 

Adanya lembaga praperadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak 

Asasi Manusia dalam hal melindungi kepentingan hukum setiap individu. Adanya 

pengajuan praperadilan menandakan adanya salah satu atau beberapa hak asasi 

dari manusia yang dilanggar oleh penegak hukum. Penelitian ini menggunakan 

penelitian hukum normatif/yuridis normatif sumber data yang diperoleh dengan 

cara library research terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier 

dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan teknik analisis data dengan 

metode induktif. Skripsi ini menganalisa tentang putusan praperadilan No. 

2/Pid.Pra/2019/PNJMB mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersangka 

tindak pidana penadahan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keputusan 

Hakim menolak permohonan praperadilan tersebut sudah tepat karena proses 

penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka 

sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kurangnya dalil serta 

alasan dari pemohon sehingga hakim menolak permohonan praperadilan tersebut. 

 

Kata Kunci : Praperadilan, Penangkapan 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum adalah sebuah norma yang disepakati sebagai suatu kebaikan dan 

kebenaran untuk menjaga keadilan, ketertiban dan memberikan kepastian bagi 

masyarakat. Hukum adalah penjaga hak-hak kemanusiaan (HAM), tidak 

seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya, tidak seorangpun boleh dicederai 

harkat dan martabatnya dan masih banyak lagi hak yang melekat sebagai hak 

dasar dalam keadaan apapun tidak dapat dikurangi. 2   

Jika proses tersebut tidak dilakukan maka penegak hukum terindikasi telah 

melakukan penyalahgunaan wewenang, yang karena jabatannya telah merampas 

kemerdekaan seseorang, merampas jiwa dan mencederai kehormatannya, dalam 

hal ini seorang Andi Hamzah berpendapat perbuatan penegak hukum yang 

demikian itu dapat dipidana.3 

Praperadilan dalam sejarahnya merupakan sarana yang digunakan untuk 

melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Terutama HAM dari tersangka suatu 

tindak pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan. Pada zaman pra 

kemerdekaan aturan dalam strafvordering (RV) disebutkan bahwa fungsi 

 
2 Arman Solit, Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Pemenuhan Hak Bukan Sebagai 

Ancaman Dan Tindakan Menghalang-Halangi Penegak Hukum, diakses di http://kompasiana.com 

diakses pada tanggal 24 oktober 2019 
3Arman Solit, Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Pemenuhan Hak Bukan Sebagai 

Ancaman Dan Tindakan Menghalang-Halangi Penegak Hukum, diakses di http://kompasiana.com 

diakses pada tanggal 24 oktober 2019 
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Praperadilan yang kita kenal saat ini dahulunya dijalankan oleh hakim 

komisaris. Di dalam undang-undang no.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Praperadilan yang sekarang kita kenal 

menjadi wewenang dari pengadilan negeri. Fungsinya adalah sebagai lembaga 

kontrol bagi aparat penegak hukum yang ada di bawahnya.4  

Adanya jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam peraturan 

hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting. Sebagian besar dalam 

rangkaian proses dari hukum acara pidana menjurus kepada pembatasan-

pembatasan hak-hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, 

penggeledahan dan penghukuman yang hakekatnya adalah pembatasan hak-hak 

asasi manusia.5 

Lembaga Praperadilan pada prinsipnya dibentuk sebagai lembaga yang 

bertugas mengawasi para aparat penegak hukum terutama terhadap tindakan 

upaya paksa yang dilakukan kepada seorang tersangka. Dalam hal pengajuan  

praperadilan, yang dapat mengajukan Praperadilan adalah :6 

1. Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang 

dikenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP; 

2. Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan; 

 
4 Siska Trisia, 2018, Problematika Praperadilan di Indonesia, diakses di 

http://mappifhui.org/2018/05/25/problematika-praperadilan-di-indonesia/ diakses pada tanggal 23 

oktober 2019 
5 Purnomo, Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981, (Yogyakarta : Liberty, 199), hlm. 34 
6 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus, 

Buku II, Edisi 2007,( Mahkamah Agung RI : 2008), hlm. 54 
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3. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa 

sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. 

Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi 

korban. 

 Tugas pengawasan secara horizontal dalam lembaga Praperadilan ini 

diberikan dan dipercayakan kepada pengadilan negeri selaku pengadilan tingkat 

pertama dan merupakan wewenang ekslusif dari pengadilan negeri. Menurut 

Darwan Prints lembaga Praperadilan merupakan suatu wujud nyata dari 

pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka 

maupun tersangka dalam membela dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan 

keadilan dan kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah 

menjelaskan secara gambalang pengertian dari Praperadilan, yaitu pada pasal 1 

angka 10 yang berbunyi :  

Pasal 1 angka 10 : 

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan 

memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undangn ini, 

tentang: 

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas 

permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa 

tersangka. 

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan 

atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak 

diajukan ke pengadilan.7 

Dalam konteks ini Praperadilan tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya 

suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya seuatu penghentian 

 
7 KUHAP Pasal 1  
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penyidikan ata penuntutan, atau tentang permintaan ganti rugi atau rehabilitasi, 

akan tetapi upaya Praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan 

penyitaan yang termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan 

tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan 

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.8 Atau akibat adanya tindakan 

lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, 

penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. 

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan 

pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan 

kewenangannya tidak menyelahkan wewenang, oleh sebab itu dalam 

pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undanga-Undangan Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Kegiatan penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya 

penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-

ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara 

universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak 

kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka 

melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam 

masyarakat.9  

Dalam hal ini, kasus yang diangkat adalah kasus Praperadilan dengan 

nomer perkara 2/Pid.Pra/2019/PNJmb, dengan klasifikasi perkara sah atau 

tidaknya penangkapan. Pemohon berinisial AR bin K dan Termohon adalah 

 
8 Keputusan Menteri Kehakiman RI No.:m.01.pw.07.03 tahun 1982 
9 Ratna Nurul Alfifah,  Prapreradilan Dan Ruang Lingkupnya,  (Jakarta : Akademia 

Pressindo, 1986),  hlm. 35 
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Pemerintah RI cq Kapolda Jambi cq Kapolresta Jambi cq Kapolsek Kotabaru. 

Dengan nama Hakim Morailam Purba dengan putusan ditolaknya eksepsi 

Termohon.10 

Menunjukkan atau memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada 

tersangka surat penangkapan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan 

dalam tata cara penangkapan seorang tersangka. Hal ini dijelaskan dalam KUHAP 

Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi : 

ñPelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta 

memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang 

mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan 

serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia 

diperiksa.ò11 

Penangkapan tersangka tanpa menunjukkan surat tugas dan surat 

penangkapan merupakan salah satu pelanggaran HAM. Ini menjadi landasan 

diajukannya permohonan Praperadilan oleh pemohon AR melalui kuasa 

hukumnya kepada pemerintah yang berujung ditolaknya permohonan 

Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya. 

Dengan ditolaknya permohonan Praperadilan oleh Pemohon (AR) menjadi 

inti dari latar belakang permasalahan penulisan Skripsi ini. Maka dari itu, penulis 

tertarik untuk mengkaji hal tersebut dan mengangkat skripsi ini yang berjudul 

ñAnalisis Putusan Praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB Mengenai Sah 

atau Tidaknya Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penadahan di 

Pengadilan Negeri Jambiò. 

 
10 SIPP.PN-Jambi.go.id, diakses pada tanggal 20 maret 2020 
11 KUHAP Pasal 18 ayat 1 
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B. Rumusan Masalah 

Keberadaan lembaga Praperadilan sangat diperlukan bagi para pencari 

keadilan apabila telah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam 

Undang-Undang terutama mengenai prosedur pemeriksaan, penyitaan, penahanan, 

dan lain sebagainya. Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah diatas, 

penulis dapat merumuskan masalah pokok sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk putusan Praperadilan no.2/pid.pra/2019/pnjmb mengenai 

sah atau tidaknya penangkapan tersangka tindak pidana penadahan di 

pengadilan negeri jambi ? 

2. Bagaimana analisis putusan Praperadilan no.2/pid.pra/2019/pnjmb mengenai 

sah atau tidaknya penangkapan tersangka tindak pidana penadahan di 

pengadilan negeri jambi tersebut ? 

3. Bagaimana implikasi terhadap tersangka setelah diputusnya kasus 

praperadilan tersebut ? 

C. Batasan Masalah 

Cangkupan dari lembaga Praperadilan sangatlah luas, oleh karena itu 

penulis membatasi masalah tersebut hanya kepada lembaga Praperadilan yang ada 

di Pengadilan Negeri Jambi pada kasus penangkapan tersangka tindak pidana 

penadahan yang dilakukan oleh AR. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan penulisan  

Adalah tentang apa yang akan dicapai melalui penelitian yang akan 

dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas.12 Dalam hal 

ini, tujuan daripada penulisan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bentuk putusan Praperadilan 

No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB Mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan 

Tersangka Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi; 

b. Untuk menguji kepastian hukum dari putusan Praperadilan 

No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB Mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan 

Tersangka Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi; 

c. Untuk mengetahui kelanjutan dari putusan Praperadilan 

No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB Mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan 

Tersangka Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi. 

2. Kegunaan penelitian 

Diuraikan tentang temuan yang dihasilkan dan manfaatnya atau 

kegunaannya bagi kepentingan teoritis, maupun praktis.13 Sementara itu, yang 

menjadi kegunaan dari penelitian adalah: 

a. Dalam kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai lembaga Praperadilan. 

Khususnya tentang perlindungan hukum lembaga Praperadilan dalam 

melindungi hak asasi manusia bagi para tersangka. 

 
12 Ishaq,  Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hlm. 37 
13 Ishaq, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, hlm. 38 
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b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dalam 

meningkatkan kesadaran bagi siapa saja atas pentingnya perlindungan 

hukum dan pentingnya melindungi hak asasi manusia. Mengetahui 

prosedur dalam mekanisme perlindungan hak asasi manusia di lembaga 

Praperadilan dapat melindungi diri sendiri maupun orang yang kita kenal 

dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam melakukan 

pemeriksaan lanjut.Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) pada jurusan Hukum Pidana 

Islam (HPI) Fakultas Syariôah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha 

Saifuddin Jambi. 

E. Kerangka Teoritis 

Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematik yang bersidat abstrak 

tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat nilai-nilai, 

pranata sosial, peristiwa-peristiwa dan prilaku manusia.14  

Untuk menganalisis rumusan permasalahan yang terdapat di dalam 

penelitian ini, digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan rumusan 

permasalahan tersebut yakni : 

1. Teori Keadilan 

Ada beberapa teori keadilan menurut para ahli, seperti Teori Keadilan 

Menurut Plato dan muridnya, Aristoteles, dalam bukunya Nicomachean 

Ethis; Teori Keadilan Sosial John Rawl, dalam bukunya A Theory of Justice; 

 
14 Cik Hasan Bisri, Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, 

(Jakarta: Logos, 1998), hlm.40 
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dan Teori Hukum dan Keadilan Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul 

General Theory of Law and State. Dalam penelitian ini, teori keadilan yang 

digunakan peneliti sebagai kerangka teori adalah Teori Hukum dan Keadilan 

milik Hans Kelsen. 

Hans Kelsen dalam bukunya General Theory Of Law And State, 

berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan 

adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan 

sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.15 

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran 

positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga 

pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum 

positif dan hukum alam. 

Ada dua hal konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: 

Pertama, tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber 

dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang 

dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya 

menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik 

kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan 

salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau 

dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi 

semua kepentingan. 

 
15 Hans Kelsen, General Theory Of Law And State, Diterjemahkan Oleh Raisisul 

Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7 
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Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar 

suatu yang kokoh daru suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen 

pengertian ñKeadilanò bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah 

ñAdilò jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum 

adalah ñTidak Adilò jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan 

pada kasus lain yang serupa.16 

2. Teori Hak Asasi Manusia  

Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori HAM yang sering 

dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan 

yang didalamnya ada unsur-unsur mengenai HAM, yaitu:17 

a. Teori hak-hak alami (natural rights theory) 

b. Teori positivisme (positivist theory) 

c. Teori relativisme budaya (cultural relativist theory) 

d. Doktrin marxis (marxist doctrine and human rights) 

Namun teori HAM yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

positivisme yang dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh 

John Austin. Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam 

hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan 

konstitusi (rights, then should be created and granted by constition, laws, and 

contracts). Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan 

penolakan kalangan utilitarian. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi 

 
16 Hans Kelsen, General Theory Of Law And State, Diterjemahkan Oleh Raisisul 

Muttaqien hlm. 16 
17 Todang Mulya Lubis, In Search Of Human Rights: Legal-Political Dilemas Of 

Indonesiaôs News Order, 1966-1990, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 199), hlm. 14-25. 
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dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum 

yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari ñalamò 

ataupun ñmoralò. 

3. Teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas 

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas 

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk 

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen 

yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang 

sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, 

melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti 

dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. 

Menurut Utrech, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena 

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa 

saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.18 

Terkait dengan teori perlindungan hukum, Fitzgerald mengutip istilah 

teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan 

 
18 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1999), hlm. 23 
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mengintegrasikan dan mangkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarkat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai 

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan 

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk 

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir 

dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 

untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan 

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 

masyarakat.19 

F. Kerangka Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin atau akan diteliti.20 Jadi, berdasarkan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan kerangka konseptualnya sebagai berikut: 

 

 

 

 
19 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, (Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 

53 
20 Soerjonosoekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Prasetyawidia Pratama), 

2000, hlm. 132 
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1. Praperadilan  

Praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 

butir 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus 

tentang: 

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas 

permintaan tersangka atau keluarganya atau puhak lain atas kuasa 

tersangka; 

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak 

diajukan ke Pengadilan. 

 

2. Perlindungan  

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

tempat berlindung, atau perbuatan yang dapat memperlindung atau yang 

dapat melindungi.  

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum 

sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang 

memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.  

3. Hak Asasi Manusia 

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 

39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
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dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.21 

Hak Asasi Manusia secara tegas diatur dalam Undang-Undang 

No.39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan :22 

 

ñNegara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati 

melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 

dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, 

kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.ò 

 

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap 

pribadi manusia semata-mata karena ia manusia. umat manusia 

memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau 

berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan 

martabatnya sebagai manusia. dengan demikian, daktor-faktir seperti ras, 

jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi 

HAM. 

G. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan pendukung yang berkaitan dengan konsep, 

teori atau data temuan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti dan yang mendasari penelitian yang sedang di jalankan.23 Sebelum 

penelitian ini dilakukan, telah ada penelitian serupa yang lebih dahulu dilakukan. 

Adapun penelitian tersebut, antara lain: 

 
21 Djarot, et. All., Hak-Hak Asasi Manusia Dan Manusia (Human Rights And The Media), 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm.13 
22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 
23 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), hlm.254 
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Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Yusuf,24 dengan judul Analisis 

Yuridis Penetapan Status Tersangka sebagai Objek Praperadilan Menurut 

KUHAP. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (library research) 

berwujud studi dokumentasi atau literatur. Dengan cara melakukan penelusuran 

dan pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah ini 

tentang Analisis Yuridis penetapan status tersangka sebagai objek Praperadilan 

menurut KUHAP disamping sumber-sumber lain baik yang diterbitkan melalui 

percetakan maupun yang di-upload ke internet. Penelitian ini membahas tentang 

penetapan status tersangka sebagai objek Praperadilan dengan fokus masalahanya 

adalah status tersangka dari KOMJEN Budi Gunawan oleh KPK sebagi sampel 

dari beberapa kasus Praperadilan yang ada di Indonesia dan fokus terhadap 

dampak penetapan tersangka pasca putusan Mahkamah Konstitusi objek 

Praperadilan No.21/PUU/XII/2014. Latar belakang Muhammad Yusuf dalam 

penelitian ini adalah Putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan 

Praperadilan KOMJEN Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendorong sejumlah tersangka 

korupsi, maupun tersangka lainnya untuk mengajukan gugatan Praperadilan 

ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka.  

Secara sekilas, penelitian ini memiliki judul yang hampir sama dengan 

judul penelitian yang sedang peneliti teliti saat ini, yaitu sama-sama membahas 

tentang Praperadilan. Namun perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana 

penelitian ini membahas tentang penetapan status tersangka sebagai objek 

 
24 Muhammad Yusuf,  Mahasiswa Syariôah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha 

Saifuddin Jambi, 2018 
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Praperadilan, yaitu status tersangka KOMJEN Budi Gunawan sedangkan 

penelitian ini fokus masalahnya yaitu putusan Praperadilan kasus penadahan di 

Pengadilan Negeri Jambi.  

H. Metode penelitian  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang mana ada beberapa 

hal yang pelu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.25  

Penelitian kualitatif yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-

aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu 

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu 

sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau 

sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu 

gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.26 

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-

Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis-normatif adalah 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder sebagai bahan dasar untuk dteliti dengan cara mengadakan penelusuran 

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

2. Jenis Penelitian 

 
25 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitaif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

201) hlm. 2 
26 Ishaq, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, hlm. 126 
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Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian Hukum 

Normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya dikonsepkan sebagai norma 

atau kaidah yang berlaku dalam masyarakatdan menjadi acuan perilaku setiap 

orang. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, 

atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian 

hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.27 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah 

sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau 

literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.28 

Adapun sumber data berupa data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. Bahan hukum primer 

Yaitu berupa putusan Praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB 

Mengenai Sah Atau Tidaknya Penangkapan Tersangka Tindak Pidana 

Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi, serta peraturan perundang-

undangan. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku yang 

bersangkutan dengan penelitian ini.  

 

 

 
27 Ishaq, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, hlm. 66 
28 Ishaq, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, hlm. 67 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik pengumpulan data pustaka (library research), simak, dan catat. 

Adapun langkah pengumpulan data penelitian, penulis mengacu kepada: (1) 

membaca, (2) menguasai teori, (3) menguasai metode, (4) mencari dan 

menemukan data, (4) mencari dan menemukan data, (5) menganalisa data yang 

ditemukan secara mendalam, (6) melakukan perbaikan secara menyeluruh, (7) 

membuat kesimpulan penelitian. 

5. Instrumen Pengumpulan Data 

Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Studi kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi 

penulisan penelitian berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan 

kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, dan bahan hukum 

sekunder. Cara melakukan studi pustaka adalah dengan melakukan 

serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan membaca, mengutip 

buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, 

dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

Karena penelitian ini tentang analisis putusan, maka yang menjadi bahan 

acuan adalah putusan Praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB mengenai 

sah atau tidaknya penangkapan tersangka tindak pidana penadahan di 

Pengadilan Negeri Jambi. 
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b. Dokumentasi, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung 

dan pelengkap bagi data primer. 
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BAB II  

PRAPERADILAN DALAM TINJAUAN HUKUM  

 

A. Pengertian Praperadilan 

Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang 

berbeda, Pra memilik arti ñmendahuluiò dan Praperadilan sama dengan 

pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.29 Istilah praperadilan 

juga diambil dari kata ñpre trialò, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah 

meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan 

mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda 

dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka 

terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak 

tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.30 

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana menyatakan Praperadilan adalah wewenang 

Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini tentang : 

 
29 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 

187 
30 Harjono Tjitrosoebono, Komentar Dpp Peradin Terhadap KUHAP, Jakarta, 1987, hlm. 

4 
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a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas 

permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa 

tersangka. 

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.  

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak 

diajukan ke pengadilan.31  

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa pengadilan berwenang untuk 

memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang ini, tentang : 

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan 

atau penghentian penuntutan. 

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara 

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.32 

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah untuk menguji dan 

menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan 

penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, 

penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan 

rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari Rechter Commisaris di Negeri 

Belanda.4 Lembaga RechterCommisaris (hakim yang memimpin pemeriksaan 

pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di 

Eropa Tengah memberikan peranan òRechter Commisarisò suatu posisi yang 

mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang middelen), 

penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.33 

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab 

 
31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

 

 
33 Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 88 
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undangundang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut: ñMengingat bahwa 

demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-

pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya 

selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk 

kepentinganpengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau 

terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.34 

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai 

tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya 

mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya 

penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, 

penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama 

pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan 

horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka 

selamaiaberada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar 

tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.35 

Menurut Mertokusumo momentum dimulainya penemuan hukum adalah 

setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena pada saat itulah 

peristiwa konkrit yang dinyatakan terbukti atau ditetapkan sebagai peristiwa yang 

benar-benar terjadi harus dicarikan atau diketemukan hukumnya.36 Dalam kontes 

ini, praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau 

 
34 Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Cetakan Ke-2 

Telah Diperbaiki, (Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982), hlm. 114-115. 
35 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Jakarta: Djambatan 2002), hlm. 198. 
36 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, 

(Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 78. 
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penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau 

penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya 

praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang 

tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain 

tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai 

orangnya atau hukum yang diterapkan,37 atau akibat adanya tindakan lain yang 

menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan 

penyitaan yang tidak sah menurut hukum. 

Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana telah menjelaskan siapa saja 

pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan adalah sebagai berikut: 

a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu 

penangkapan atu penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau 

kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan 

alasannya.38 

b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian 

penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau 

penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepintangan kepada 

ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.39 

c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya 

penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian 

penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak 

ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan 

menyebutkan alasannya.40 

 

 

 

 

 
37 Vide: Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 

1982 
38 KUHAP Pasal 79 
39 KUHAP Pasal 80 
40 KUHAP Pasal 81 
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B. Sejarah Praperadilan di Indonesia 

Sebelum brlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), maka hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia 

diatur dalah H.I.R (Het Herziene Inlandsch Reglement) Staatsblad Tahun 1941 

Nomor 44, yang merupakan produk hukum dimasa penjajahan Belanda, tentu saja 

aturan dalam H.I.R tersebut dibuat untuk kepentingan penjajah, dan belum banyak 

diperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Kelemahan-kelemahan ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam 

H.I.R antara lain belum adanya ketentuan yang tegas membatasi kewenangan 

pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti dalam hal tindakan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagaimya. 

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati HAM, serta menjamin 

kesetaraan warganegaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk 

memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, 

yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses penegakan hukum pidana, baik untuk tersangka maupun aparat penegak 

hukum.41 

Pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi diundangkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sejak saat 

itu berlaku KUHAP di seluruh Indonesia, dan diberikan masa peralihan selama 2 

tahun dan untuk acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam Undang-Undang 

 
41 Yanto, Hakim Komisaris Dan Sistem Peradilan Pidana, (Cetakan Pertama, 

Yogyakarta: Kepel Press, 2013), hlm. 20 
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tersendiri, oleh karena itu sejak 31 Desember 1983, ketentuan dalam KUHAP 

efektif berlaku dalam penanganan perkara pidana umum. 

Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lain hak-hak 

tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, 

penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan 

pelaksanaan putusan hakim, dan praperadilan. 

Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitatif tersebut, 

diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana 

wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.42 Gagasan lembaga praperadilan lahir 

dari inspirasi yang bersumber dari Habeas Corpus dalam peradilan Anglo Saxon, 

yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia terhadap hak 

kemerdekaan.43  

C. Instrumen Hukum Praperadilan di Indonesia 

KUHAP telah menggariskan aturan kepada tersangka atau terdakwa, 

dengan jalan memberi memenuhi hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan 

hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan dari perlakuan 

sewenang-wenang. KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa 

untuk segera mendapat ñpemeriksaanò pada tingkat penyidikan maupun putusan 

yang seadil-adilnya. Juga memberi hak untuk memperoleh ñbantuanò hukum 

pemeriksaan pengadilan. Banyak aspek lain yang diberikan oleh KUHAP dan 

 
42 Ahmad Sofian Dan Barata Mulia Hasibuan, Peaperadilan Tindak Pidana Pajak Dalam 

Kuhap Dan Putursan MK (1), https://business-law.binus.ac.id, diakses pada tangal 2 oktober 2020 
43 yanto, Hakim Komisaris Dan Sistem Peradilan Pidana, (Cetakan Pertama, Yogyakarta: 

Kepel Press, 2013), hlm.21 
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selama ini tidak diberikan dalam rezim H.I.R. Namun demikian tetap saja 

KUHAP masih dinilai lemah, karena yang dipersoalkan hanyalah keadilan formil, 

bukan keadilan substantif atas tindakan yang melampaui batas yang dilakukan 

oleh penyidik ataupun penuntut umum. 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Praperadilan dalam KUHAP adalah suatu upaya yang berkenaan dengan 

penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan atau penuntutan serta 

akibat hukum yang timbul darinya. Pasal 77 KUHAP yang dikenal sebagai 

ketentuan yang mengatur tentang Praperadilan sebagai ditegaskan dalam 

Pasal 78 KUHAP menyebutkan sebagai berikut: 

Pengadilan negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang : 

a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan 

atau penghentian penuntutan 

b) Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara 

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.44 

Selain itu, pasal 1 angka 10 KUHAP juga dijadikan sebagai sumber 

hukum Praperadilan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : 

a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas 

permintaan tersangka atau keluarnganya atau pihak lain atas kuasa 

tersangka 

b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan 

c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau 

keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak 

diajukan ke pengadilan.45 

 

 

 
44 KUHAP Pasal 78 
45 KUHAP Pasal 10 
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2. Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) 

Pada hakekatnya keberadaan pranata praperadilan dalam KUHAP adalah 

sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses 

penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan Hak Asasi 

Manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan deianggap 

sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam 

perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara 

maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam 

proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata 

praperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan 

dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, 

sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal ini justru 

menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal 

dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakekat pranata 

praperadilan.46 

Sepanjang 2003 hingga saat ini, sudah banyak masyarakat mengajukan 

permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) 

terkait adanya pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi (UUD 

1945). Sebagian pasal yang diuji materi-kan ke MK ada yang ditolak, namun 

ada juga yang diterima oleh MK sehingga beberapa pasal mengalami 

 
46 Ahmad Sofian Dan Barata Mulia Hasibuan, Peaperadilan Tindak Pidana Pajak Dalam 

Kuhap Dan Putursan MK (1), https://business-law.binus.ac.id, diakses pada tangal 2 oktober 2020 
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perubahan makna yang tertentu berdampak pada penerapannya. Berikut 

pasal-pasal KUHAP yang pernah diajukan uji materi ke MK dan 

putusannya:47 

a) Pasal 83 ayat 2 KUHAP  

Pasal 83 ayat 2 KUHAP berbunyi  

ñDikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan 

yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau 

penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke 

pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.ò  

 

Oleh MK pasal ini dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai 

kekuatan mengikat lagi.48 

b) Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 dan Pasal 77 KUHAP tentang 

bukti permulaan  

Dalam putusan ini yang diputus adalah tentang tafsir bukti 

permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam 

rangka penetapan tersangka. Secara umum, tujuan lembaga 

praperadilan adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam hal 

ini hak asasi tersangka atau terdakwa. Hak asasi yang hendak 

dilindungi itu khususnya hak atas kebebasan (right to liberty) dah 

hak-hak yang berkaitan dengan atau merupakan turunanan dari right 

to liberty itu. Kebebasan seseorang terancam karena dalam penetapan 

tersangka (terdakwa) itu terdapat kemungkinan pelibatan tindakan 

atau upaya paksa oleh negara berupa penangkapan dan atau 

 
 

 
48 Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 
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penahanan, yang didalamnya sesungguhnya juga penyitaan dan 

penggeledahan. Penggunaan atau pelibatan upaya paksa inilah yang 

harus dikontrol secara ketat, baik syarat-syarat maupun prosedur 

penggunaannya, dan undang-undang. Frasa ñbukti pemulaanò dalam 

pasal 1 angka 14 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat 

sepanjang tidak dimaknai ñadalah minimal dua alat bukti yang 

termuat dalam pasal 184 KUHAPò. Frasa ñbukti permulaan yang 

cukupò dalam pasal 17 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat 

sepanjang tidak dimaknai ñadalah minimal dua alat bukti yang 

termuat dalam pasal 184 KUHAPò. Frasa ñbukti yang cukupò dalam 

pasal 21 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang 

tidak dimaknai ñadalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam 

pasal 184 KUHAPò. Pasal 77 huruf a dinyatakan inkonstitusional 

bersyarat sepanjang tidak dimaknai ñtermasuk penetapan tersangka, 

penggeledahan, dan penyitaanò.49 

c) Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP 

Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP inkonstitusional sepanjang frasa 

ñsuatu perkara sudah dimulai diperiksaò tidak dimaknai ñpermintaan 

gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai 

sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon 

praperadilanò.50 

 
49 Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 
50 Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015) 
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Dari ketentuan yang disebutkan diatas, pranata prpaeradilan merupakan 

panata yang dapat digunakan oleh pemohon (wajib pelaku) untuk menguji, apakah 

wewenang penyidik dalam melakukan penahanan, penetapan tersangka, 

penggeledahan dan seterusnya sudah sesuai kaedah KUHAP dan putusan MK atau 

belum. Jika menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan maka wajib pajak atau 

kuasanya dapat mengajukan permohonan praperadilan.51 

D. Prosedur Penangkapan menurut Undang-Undang yang Berlaku 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan 

landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar 

memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, atau 

terdakwa sebagai manusia. 

Dalam konteks inilah kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana 

sebagai suatu proses, atau disebut ñcriminal justice procesò, dimulai dari proses 

penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga 

pemasyarakatan.52 

Apabila kita telaah proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, akan tampak pentahapan 

sebagai berikut :53 

 
51 Ahmad Sofian Dan Barata Mulia Hasibuan, Peaperadilan Tindak Pidana Pajak Dalam 

Kuhap Dan Putursan Mk (1), Https://Business-Law.Binus.Ac.Id, Diakses Pada Tangal 2 Oktober 

2020 
52 Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaraan Hukum Dalam Konteks 

Penegakan Hukum Di Indonesia, (Bandung : Aumni 1982), hlm. 70 
53 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan 

Abolisionisme, (Bandung: Binacipta, 1996 cetakan kedua), hml. 35 
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Tahap pertama, proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu 

penyidikan oleh penyidik. Karena kewajibannya, penyelidik mempunyai 

wewenang : 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana 

2. Mencari keterangan dan barang bukti 

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri 

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.54 

Dalam penjelasan resmi Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP 

menerangkan sebagai berikut : yang dimaksud dengan ñtindakan lainò adalah 

tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: 

a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya 

tindakan jabatan; 

c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam 

lingkungan jabatannya; 

d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; 

e) Menghormati hak asasi manusia. 

 
54 Ahmad Sofian Dan Barata Mulia Hasibuan, Peaperadilan Tindak Pidana Pajak Dalam 

Kuhap Dan Putursan Mk (1), Https://Business-Law.Binus.Ac.Id, Diakses Pada Tangal 2 Oktober 

2020 
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Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia (Pasal 4). Berdasarkan ketentuan Pasala 5 ayat (1) 

huruf b memperluas kewenangan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

meliputi kewenangan :55 

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan 

penyitaan; 

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 

3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. 

Bunyi pasal diatas adalah sesungguhnya merupakan proses lanjutan dan 

sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya kewenangan yang ada pada 

pejabat Polisi Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf a. 

Pada tahap ini pembentuk Undang-Undang tampaknya menganggap masih 

belum diperlukan kehadiran seorang penasihat hukum untuk mendampingi 

tersangka. Sedangkan jika mengikuti kewenangan yang dimiliki oleh seorang 

penyidik seperti kasus diatas, sudah mulai menyentuh kemerdekaan pribadi 

seseorang. Akan tetapi dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) baik dalam Bab VI tentang tersangka dan terdakwa maupun 

Bab VII tentang bantuan hukum, tidak nampak sama sekali hak seorang tersangka 

untuk menolak atau membela kepentingannya, misalnya menolak menjawab 

pertanyaan pejabat penyidik sebelum didampingi penasihat hukum. Sebaiknya 

aturan tentang ñkapanò seorang pejabat polisi dapat memberhentikan seseorang 

dan menanyai segala sesuatu yang bertalian dengan tindak pidana yang telah 

 
55 KUHAP Pasal 5 
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terjadi dengan usaha prevensi kejahatan, hendaknya dicantumkan secara lengkap. 

Walaupun telah disiapkan suatu lembaga praperadilan, namun lembaga dimaksud 

hanya berwenang memutus masalah kepentingan seseorang tersangka sejak ia 

ditangkap, tidak menjangkau sejak tahap penyidikan.56 

Tahap kedua, dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah 

penangkapan (Bab V bagian kesatu). Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tentang 

penangkapan mengatur tentang : 

1. Laporan dan lamanya penangkapan dapat dilakukan; 

2. Siapa yang berhak menangkap; 

3. Apa isi surat perintah penangkapan; 

4. Bila penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan; 

Mengenai kapan penangkapan dapat dilakukan, KUHAP menetapkan 

sebagai berikut :57 

1. Bila telah ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17); 

2. Bila kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau 

memerlukannya (Pasal16); 

3. Bila orang, terhadap siapa penangkapan akan dilakukan, diduga keras 

melakukan kejahatan (Pasal17). 

Secara keseluruhan, butir 1 sampai dengan 3 menunjukkan motivasi 

dilakukannya penangkapan terhadap seseorang pejabat Polisi Negara. Tanpa 

motivasi dimaksud penangkapan tidak boleh dilakukan. Sedangkan alasan 
 

56 i Gede Yuliartha, Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang 

Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, (Thesis Universitas Diponegoro Semarang : 

Semarang, 2009), hlm.41 
57 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan 

Abolisionisme, (Cetakan Kedua Bandung : Binacipta), 1996,  hlm. 35 
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penangkapan tidak boleh dilakukan. Sedangkan alasan penangkapan tidak 

ditegaskan dalam KUHAP. Hanya dalam Pasal 18 antara lain menyebutkan isi 

surat perintah penangkapan harus menyebutkan alasannya, serta uraian singkat 

kejahatan yang dipersangkakan. Penangkapan hanya dilakukan dengan surat 

perintah penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan (Pasal 18 ayat (2)). 

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP diatur pengertian penagkapan yang 

berbunyi : 

ñPenangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan 

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat 

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau 

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang 

iniò58 

 Secara sederhana dapat dikatakan penangkapan adalah tindakan 

pemerintah (polisi) yang membatasi kemerdekaan bergerak seseorang demi 

kepentingan atau penyidikan atas suatu perkara kejahatan ditujukan terhadao 

seseorang yang diduga keras telah melakukan kejahatan berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup.59 

 Tahap Ketiga, dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan 

(Bab V Bagian Kedua, Pasal 20 sampai dengan 31). Tampaknya pembentuk 

Undang-Undang memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini, 

 
58 KUHAP Pasal  20 
59 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, (Bandung : Binacipta, 

cetakan pertama, 1983), hlm. 20 
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terbukti dengan jumlah pasal yang mengaturnya terdiri dari 12 (duabelas) pasal 

dan 43 (empat puluh tiga) ayat. 

Pasal 20 mengatur kewenangan melakukan penahanan pada setiap tingkat 

pemeriksaan. Pasal 21 mengatur penahanan lanjutan yang merupakan kewenangan 

penuntut umum, dan alasan penahanan lanjutan bila penahanan dimaksud dapat 

dilakukan. Pasal 22 mengatur jenis penahanan. Pasal 23 mengatur pengalihan 

jenis penahanan. Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 mengatur lamanya penahanan 

dapat dilakukan. Pasal 29 mengatur perpanjangan jangka waktu penahanan karena 

alasan khusus. Pasal 30 mengatur hak tersangka atau terdakwa meminta ganti rugi 

karena penahanan yang tidak sah. Pasal 31 mengatur penangguhan penahanan 

dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan tersebut.60 

E. Tata Cara Pengajuan Praperadilan dan Gugurnya Praperadilan 

Tata cara pengajuan Praperadilan telah diatur dalam Bab X, bagian kesatu 

Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. 

Adapun yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan adalah : 

a) Tersangka, keluarganya, atau kuasanya 

Sesuai dengan Pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa 

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan 

atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya 

 
60 Ahmad Sofian Dan Barata Mulia Hasibuan, Peaperadilan Tindak Pidana Pajak Dalam 

Kuhap Dan Putursan Mk (1), Https://Business-Law.Binus.Ac.Id, Diakses Pada Tangal 2 Oktober 

2020 
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kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-

alasannya.61 

b) Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP maka yang berhak 

mengajukan permohonan praperadilan adalah penyidik atau penuntut 

umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan dengan 

permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian 

penyidikan atau penuntutan.62 

c) Tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan 

Didalam Pasal 81 KUHAP telah dijelaskan bahwa akibat tidak 

sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya 

penghentian penyidikan atau penuntutan maka tersangka atau pihak 

ketida dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau 

rehabilitasi kepada Ketua Pengadilan Negeri disertai dengan 

penyebutan alasan-alasannya.63 

d) Tersangka terhadap benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian 

Mengenai cara pengajuan permohonan Praperadilan tidak ada 

keharusan dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini pemohon bebas 

merumuskan surat permohonannya, asalkan dalam surat permohonan 

tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian 

material yang menjadi dasar permohonannya. 

 
61 KUHAP Pasal 79 
62 KUHAP Pasal 80 
63 KUHAP Pasal 81 
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat permohonan 

Praperadilan adalah :64 

a) Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu: nama, 

alamat, pekerjaan. 

b) Dasar permohonan (fundamentum petendi), yang memuat uraian 

tentang kejadian (feitelijke gronden factual grounds), dan uraian 

tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi 

dasar yuridis dari permohonan itu (techtsgronden, legal grounds). 

c) Apa yang dimohon oleh pemohon supaya diputuskan oleh hakim. 

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, maka setelah surat permohonan 

pemeriksaan Praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah 

dicatat dalam buku Register Perkara Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri, pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan 

permintaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus segera menunjuk 

Hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan 

memeriksa perkaranya dalam sidang Praperadilan. 

Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka terhadap putusan 

praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Namun, khusus terhadap putusan 

praperadilan yang menetapkan maka atas permintaan penyidik atau penuntut 

umum dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi.65 

 
64 s. Tanusubroto, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, (Bandung: 

Alumni, 1983), hlm.81 
65 KUHAP, Pasal 83  
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Berkaitan dengan masalah banding atas putusan praperadilan terhadap 

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka penyidik atau 

penuntut umum harus mengajukan permohonan banding kepada ke Pengadilan 

Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan praperadilan. Selanjutnya 

Pengadlilan Negeri dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima berkas 

perkara sidang harus sudah menetapkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7 

(tujuh) hari terhitung dari mulai tanggal sidang yang ditetapkan harus sudah 

memberikan putusan.66 

Putusan praperadilan tidak boleh dimintakan kasasi, meskipun dalam Pasal 

88 KUHAP telah dinyatakan bahwa semua perkara dapat dimintakan kasasi. 

Adapun alasannya karena adanya keharusan untuk menyelesaikan perkara 

praperadilan secara cepat.67  

 Permohonan praperadilan yang dimintakan ke Pengadilan Negeri kadang 

dinyatakan gugur oleh hakim. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) 

huruf d yang menyatakan bahwa :  

ñDalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri 

belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.ò 

 

 

 

 

 
66 Apriliana Safitri, Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah 

Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Wonosari, (Fakultas 

Hukum: Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), hlm. 27 
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F. Tuntutan dalam Praperadilan 

Selama ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana memberikan pengawasan terhadap penyidik masih lemah. Bila tidak ada 

ekspos media atau tidak ada perhatian publik terhadap suatu kasus tentunya 

kontrol menjadi longgar. Disamping itu tak kalah penting, Polisi kita sering over 

acting, yang penting ditangkap dulu orangnya. Selain itu juga ada tuntutan dari 

atasan," kata kriminolog Erlangga Masdiana kepada detikcom.68 

Setiap orang selalu dapat melakukan kesalahan, begitu pula halnya dengan 

penegak hukum khususnya kepolisian, maka diperlukan suatu pengawasan baik 

internal maupun eksternal. Salah satu instrumen pengawasan itu adalah melalui 

dan oleh hukum, dan karena secara konstitusional kepolisian adalah pelaksana 

hukum dan menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat 

(Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia), maka patut diwaspadai segala sesuatu yang 

berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hukum oleh penegak hukum. 

Pemerintah telah menyiapkan aturan tentang besarnya pembayaran ganti 

kerugian dan prosedur pembayarannya kepada pemohon yang dikabulkan tuntutan 

ganti ruginya dalam ñSidang Praperadilanò. Mulai sejak diberlakukannya 

Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

 
68 http://www.detiknews.com/read/2008/08/28/ 105553/996111/10/salah-tangkap-

pembunuh-asror i-akibat-polisi-over-acting, diakses pada 13 Januari 2021 
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Peraturan Pemerintah RI Nomor 27  Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perubahan keduanya dengan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tetapi tidak menyentuh pengaturan ganti 

kerugian. Dalam Pasal 9 ditentukan : Besarnya ganti kerugian paling sedikit 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah), apabila  mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak 

bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit 

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan yang mengakibatkan mati, 

besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jauh berbeda 

dengan sebelumnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 5.000,00 (lima 

ribu rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).69 

G. Praperadilan Menurut Hukum Islam  

KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka 

dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan aparat penegak 

hukum yang merugikan tersangka, sebagaimana Islam melindungi kemaslahatan 

umatnya yang merasa terancam. 

 
69 Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan, Mas Hushendar, S.H., M.H., 

https://badilum.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 15 Januari 2021 
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 Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syariôat Islam terbagi dalam 

tiga tingkatan, yakni dharuriyah (primer), hajjiyah (sekunder), dan tahsiniyyah 

(tersier). Tingkatan-tingkatan tersebut tidak disebutkan dalam nash dan ijmaô, 

tetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam upaya penerapan hukum-hukum 

syariôat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan fiqh, seperti ibadah, 

muamalah, pernikahan, kenegaraan, dan kasus-kasus hukum yang lainnya.70 

Pemerintah dalam mewujudkan hukum positif, pokok utama yang harus 

mendapat perlindungan hukum adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta.71 Menurut Imam As-Syatibi, kemaslahatan yang 

bersifat sekunder adalah segala sesuati yang dibutuhkan untuk mengurangi 

kesulitan yang biasanya menjadi kendala dalam mencapai tujuan.72 

a. Perlindungan hukum terhadap agama 

Agama marupakan fitrah bagi seseorang, dalam hukum positif disebut 

sebagai hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau 

gangguan dari pihak manapun. Pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang 

bersifat dharuriyah ini harus melindungi agama warga negaranya, baik muslim 

maupun nonmuslim. 

 
70 Yusuf Qardawi, Membuikan Syariôat Islam :Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia², 

(Bandung :PT Mizan Pustaka, 2003) hlm. 77-78 
71 A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif 

Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 47. 
72 Yusuf Qardawi, Membuikan Syariôat Islam :Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia², 

(Bandung :PT Mizan Pustaka, 2003), hlm. 63 
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Dari sisi lain, Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk 

pribadi sesorang dengan mengharamkan perbuatan memata-matai, menganiaya, 

dan menyakiti tanpa alasan yang benar.73 

Terdapat dalil A-Qurôan yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan 

manusia untuk berbuat adil, diantaranya : 

 

 

Artinya ñsesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.ò (QS. An-Nahl: 90)74 

Berdasarkan dalil Al-Quran tersebut, dapat diketahui bahwa tanggung  

jawab pemerintah adalah menjamin hak-hak manusia untuk segala urusan dan  

memberikan (menyampaikan hak-hak tersebut kepada mereka, serta mencegah 

saling menganiaya di antara mereka merupakan hal yang sangat jelas.75 

b. Perlindungan hukum terhadap jiwa 

Hak pertama dan daling utama yang diperhatikan Islam adalah hak untuk 

hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. 

Bagaimanapun faktor dan sebab, baik itu sakit parah, paksaan, kemiskinan, 

 
73 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqahid Syariah, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.14 
74 An-Nahl (16) ayat 90 
75 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqahid Syariah, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 18 
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kesewenangan, kezaliman yang menjadikannya terhalang dari hak atau kehilangan 

sesuatu yang berharga, baik harta benda, keluarga, atau lainnya yang 

menjadikannya susah dan kehilangan dan kekuasaan yang ada, seseorang tetap 

tidak diperbolehkan mempercepat hidupnya dan kekuasaan yang ada, sesorang 

tetap tidak diperbolehkan mampercepat hidupnya dan memenuhi seruan setan, 

mengikuti hawa nafsu, acuh kepada fitrah, dan lalai pada peringatan Allah. 76 

 

Artinya: ñDan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, 

maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu 

adalah mudah bagi Allah.ò (QS. An-Nisa (4) : 30)77 

 Saat seseorang terbunuh, terluka, atau teraniaya akibat kesewenang-

wenangan orang lain, maka dalam Islam untuk melindungi jiwanya pelaku dapat 

dikenakan hukuman Qishash, Diyat, dan Kafarat. 

c. Perlindungan hukum terhadap akal 

Islam menyeru kaum muslimin agar memiliki akal yang bisa memberi 

petunjuk dan terjaga dari kesia-siaan, serta memiliki kekuatan yang bisa menjaga 

akal dari sikap ikut-ikutan dan lemah dalam berpendapat, selalu bimbang dan 

melakukan taklid yang melemahkan. 

Demikianlah Islam meletakkan manusia di depan akalnya, memperlihatkan 

kedudukan akal dalam agamanya, agar dia mengetahui bahwa akal adalah 

 
76 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqahid Syariah, hlm. 29. 
77 An-Nisa (4) ayat 30 
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pemberian yang sangat mulia derajatnya. Manusia harus menjaga dan tidak 

mengotori akal tersebut dengan hal buruk. Dan ketika akalnya cacat karena gila, 

maka semua perhitungan amalnya diangkat, tidak ada pembebanan dan siksa atau 

sanksi untuknya.78 

d. Perlindungan hukum terhadap keturunan (kehormatan) 

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu 

domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan 

tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenisnya yang menyentuh kehormatan atau 

kemuliaan seseorang. Islam juga menghinghinakan orang yang melakukan dosa-

dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan 

memasukkan mereka kedalam golongan-golongan orang fasik.79 

e. Perlindungan hukum terhadap harta 

Jika dikaitkan dengan praperadilan, harta seorang yang diduga melakukan 

suatu kejahatan akan terlindungi, karena ia bebas melakukan kembali 

pekerjaannya tanpa tersangkut dirinya dengan kasus yang sebenarnya tidak 

dilakukannya. 

Apabila syariat bertujuan untuk menjaga kemashlahatan, sudah semestinya 

ia bertujuan mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan. Sebagian orang 

yang menganggap kemashlahatan sebagai petunjuk syariat yang independen, 

berpendapat bahwa hadits ñTidak ada kemudharatan dan tidak boleh 

memudharatkan (la dharara wa la dhirara)ò menegaskan suatu prinsip utama 

 
78 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqahid Syariah, hlm. 99 
79 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqahid Syariah, hlm. 144 



45 
 

 
 

dalam syariat. Maksud dari hadits tersebut adalah seseorang tidak boleh merusak 

dirinya dan orang lain, tidak boleh memulai berbuat kerusakan atau membalas 

dengan kerusakan. Apabila kerusakan dan perbuatan merusak dilarang, 

kemashlahatan dan kesejahteraan akan terjaga dan terpelihara.80 

 
80 Yusuf Qardawi, Membuikan Syariôat Islam :Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia², 

(Bandung :PT Mizan Pustaka, 2003), hlm. 69 
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BAB III  

BENTUK PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 2/PID.PRA/2019/PN.JMB 

MENGENAI SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN TINDAK 

PIDANA PENADAHAN  

 

A. Latar Belakang Diajukannya Permohonan Praperadilan No. 

02/Pid.pra/2019/PN.Jmb Mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan Tindak 

Pidana Penadahan 

Pengadilan Negeri Jambi telah mengadili Perkara pidana permohonan 

praperadilan dan telah menhatuhkan perkara antara A. Royyan Bin Kailani, 

Tempat lahir Tenam Batanghari, Tanggal Lahir 17 Oktober 1998, Jenis Kelamin 

Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat 

Desa Tenam Rt. 04 Kec. Muaro Bulian Kab. Batang Hari, dalam hal ini diwakili 

oleh Husnatul Adillah, M.SY dan Dania Yesiani, SH, Masing-masing adalah 

Advokat pada Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia, beralamat di 

Jl. Sari Bakti Rt. 10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo, dalam hal ini bedasarkan 

Surat Kuasa Khusus No. 058/Pid.B/PHI/III/2019,bertanggal 15 Maret 2019, 

bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON. 

Dalam hal ini melawan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Cq. Kepala Kepolisian 

Resort Kota Jambi Cq. Kepala Kepolisian Sektor Kota Baru, yang beralamat di jl. 

Surya Dharma KM. 10 Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON 

yang diwakilkan oleh Kombes Mohamad Yudha Setyabudi,SH,S.I.K dkk anggota 

Polri pada Bidang Hukum Polda Jambi, beralamat di Jln.Jendral Sudirman No.45 

The Hok Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 

08/Pra/III/2019/Advokasi tertanggal 25 Maret 2019 yang telah terdaftar di 
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Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan nomor register : 

140/SK/Pid/2019/Pn-Jmb pada tanggal 26 Maret 2019.81  

Berikut ini adalah latar belakang yang menyebabkan diajukannya 

permohonan praperadilan oleh Tersangka tindak pidana penadahan melalui kuasa 

hukumnya adalah : 

1. Fakta-Fakta Hukum yang Menjadi Dasar Permohonan Praperadilan Mengenai 

Proses Penangkapan dan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Penadahan 

Dalam sebuah surat permohonan praperadilan, tentulah pemohon 

menyebutkan kronologi kejadian yang menyebabkan diajukannya 

permohonan praperadilan tersebut. Pemohon mengajukan permohonannya 

bertanggalkan 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Jambi dalam register No. 02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb 

berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai dasar permohonan praperadilan 

sebagai berikut : 

a. Bahwa Pemohon, mendengar kabar tertanggal 30 Januari 2019, bahwa 

Rizki tertangkap karena telah mencuri barang orang lain, kemudian ada 

Busser mengecek keberadaan Notebook di kost an Pemohon (A. 

Royyan), karena menurut keterangan Rizki Notebook tersebut telah 

dijual ke Pemohon namun Pemohon tidak ada ditempat karena Pemohon 

lagi di Kampung halamannya di Desa Tenam Kec. Muara Bulian Kab. 

Batanghari. 

 
81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 

02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb , hml.1 
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b. Bahwa setelah pemohon mendengar kabar tersebut, Keesokan harinya 

Kamis tanggal 31 Januari 2019, Pemohon langsung pergi ke Jambi ke 

tempat Kost-an yang berada di Pucuk Kel. Rawasari. Kemudian datang 

saksi korban (Deby) bersama pamannya, Pemohon meminta tolong 

kepada FIRMANSYAH untuk mengembalikan Notebook tersebut, 

karena tidak mengetahui kalau itu hasil pencurian. Sehingga akhirnya 

FIRMANSYAH mengembalikan Notebook tersebut kepada Korban 

Debby serta mengabarkan kepada Pemohon bahwa pihak korban mau 

berdamai dan tidak akan melibatkan atau melaporkan Pemohon (A. 

Royyan) ke Kepolisian secara lisan disaksikan Firmansyah dan Rudi. 

c. Bahwa sekitar bulan 10 Februari 2019 sekitar jam 19.56 WIB Pemohon, 

tiba-tiba dikabarkan dari Wathshaap temannya yang bernaman RUDI 

menyatakan bahwa ia dicari Busser (Polisi) masalah Notebook HP. 

Kemudian RUDI memberikan No Hp Pemohon kepada Busser tersebut.   

d. Bahwa tidak beberapa hari kemudian sekitar tanggal 12 Februari 2019, 

Pemohon kembali ditelpon oleh Busser yang mengaku bahwa yang 

telpon tersebut adalah Jefry, dimana dalam telpon tersebut, Pemohon 

disuruh ke Polsek Kota Baru. 

e. Bahwa pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019, Pemohon dan Noven 

pergi ke Polsek Kota Baru, dan tiba disana Pomohon langsung diperiksa 

(BAP) oleh Termohon sebagai Tersangka, tanpa diperlihatkan atau 

diberikan satupun surat kepada Pemohon tentang penangkapan Pemohon 

termasuk surat perintah penangkapan dan surat tugas dari Termohon. 
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Kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan Pemohon langsung dimasukan 

kedalam Rutan Polsek Kota Baru tanpa adanya surat Penangkapan 

maupun Surat Tugas. 

f. Bahwa setelah Pemohon ditahan 1 x 24 jam atau keesokan harinya, 

Pemohon disuruh mentandatangani berkas-berkas dari Termohon, yaitu 

surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), surat Penahanan, dan surat 

penangkapan. Yang kata Termohon salinannya akan diberikan kepada 

keluarga Pemohon.  

g. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, sekitar pukul 15.00 Wib keluarga 

Pemohon datang untuk memastikan apakah Pemohon telah ditahan di 

Rutan polsek Kota Baru, namun Pemohon meminta kepada Termohon 

untuk berdamai dengan syarat dari Termohon harus mengeluarkan uang 

sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk membebaskan 

Pemohon dari tahanan. Kemudian keluarga Pemohon berusaha untuk 

memperoleh uang tersebut, hingga sekitar pukul 19.00 Wib keluarga 

Pemohon kembali ke Polsek Kota Baru dengan membawa uang Rp. 

5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) namun sesampainya diruangan 

Termohon (Tiem 2), Termohon menolak uang tersebut dengan dalil telah 

terlambat.  

h. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Keluarga Pemohon mendapatkan 

surat-surat dari Termohon di Polsek Kota Baru, yaitu surat 

Pemberitahuan No. B/26/II/2019/Reskrim, surat perintah penangkapan 
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No. SP.Kap/21/II/2019/Reskrim, dan surat Penahanan No. 

P.Han/II/2019/Reskrim.  

i. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 surat penangkapan diberikan 

kepada keluarga Pemoho dalam surat Penangkapan No. 

SP.Kap/21/II/2019/Reskrim tidak menjelaskan uraian kejadian peristiwa 

hukum yang dilakukan oleh Pemohon. Bahwa setelah Pemohon ditahan 

selama 20 hari penahanan, Pemohon maupun pihak keluarga tidak pernah 

mendapatkan surat perpanjangan penahanan dari Termohon, padahal 

keluarga Pemohon berulang kali datang ke Polsek Kota Baru untuk 

melihat Pemohon dan juga sering bertemu dengan Termohon, tapi tidak 

pernah menyampaikan surat perpanjangan penahanan Pemohon (A. 

Royyan) kepada pihak keluarga Pemohon, namun Pemohon (A. Royyan) 

tetap ditahan di Rutan Polsek Kota Baru.  

j. Bahwa Kuasa Hukum pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 15.00 

Wib, Kuasa Hukum mempertanyakan kepada Jaksa Winda melalui Via 

Teldphone, yang mana jaksa Winda yang memegang perkara tersebut, 

pada saat dipertanyakan melalui Via Telpone, bahwa A. Royyan masih 

SPDP belum ada permohonan perpanjangan Penahanan dari Polsek Kota 

Baru (Termohon). 

k. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Kuasa 

Hukum Pemohon langsung menghadap ke Kapolsek Kota Baru (Andi 

Zulkifli, S.Ik) dan mempertanyakan proses penangkapan serta 

perpanjangan penahanan A. Royyan. Selanjutnya Kapolsek menyuruh ke 

Penyidiknya langsung untuk mempertanyakan semua pemberkasan 

Pemohon. 
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l. Bahwa diruang Termohon (tiem 2) tersebut, kuasa hukum menanyakan 

kembali terhadap perpanjangan penahanan Pemohon (A. Royyan). Namun 

Termohon (Tiem 2) belum juga menyerahkan surat perpanjangan 

penahanan kepada kuasa hukum Pemohon dengan alasan berkas sama 

Jefry dan lagi dijalan menuju ke Polsek. Kemudian kuasa hukum meminta 

Sp. Han, dimana ternyata Sp. Han tersebut ada dalam berkas bundle 

tersebut dan memberikan kepada Sp. Han kepada kuasa hukum Pemohon. 

Setelah menunggu ± 1,5 jam, saudara Jefry yang ditunggu-tunggu tidak 

kunjung tiba, hingga kuasa hukum mempertanyakan kembali kepada 

Termohon (Tiem 2 : syamsuddin dan P. Simanjuntak), kenapa surat 

perpanjangan penahanan belum juga diberikan kepada Pemohon ataupun 

keluarga Pemohon, namun Termohon diam tidak menjawab sepatah 

katapun. 

m. Bahwa setelah hampir  ± 1,5 jam menunggu Jefry, akhirnya Kuasa 

Hukum meminta kepada Termohon untuk melepaskan Pemohon dari 

tahanan karena hingga saat ini Termohon tidak pernah ada surat 

perpanjangan penahanan. Namun ditolak oleh Termohon karena 

alasannya berkas telah naik ke kejaksaan. Hingga akhirnya kuasa hukum 

akan mengajukan Praperadilan karena tidak adanya surat perpanjangan 

penahanan.  

n. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 16.30, Termohon (Jefry) 

datang ke Kantor Kuasa Hukum Pemohon dan memberikan surat 

perpanjangan Penahanan Pemohon, yang mana tanggal dalam surat 



52 
 

 
 

perpanjanagan penahanan tersebut tidak sesuai pada tanggal diterimanya 

oleh kuasa hukum Pemohon. Termasuk uraian singkat perkara, dimana 

dalam surat tersebut menjelaskan tentang pencurian bukan penadahan 

sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUHP 

2. Analisis Yuridis terhadap Fakta-Fakta Hukum Permohonan Praperadilan 

Mengenai Proses Penangkapan dan Penahanan Tersangka Tindak Pidana 

Penadahan 

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, pemohon melalui kuasa 

hukumnya menyebutkan analisis yuridis terhadap proses penangkapan dan 

penahanan tersangka tindak pidana penadahan yang beberapa diantaranya 

adalah pokok dari analisis yuridis tersebut diantaranya sebagai berikut 

sebagai berikut : 

a. Bahwa penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon ternyata telah 

dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu dan tidak 

memberikan Surta Perintah Penangkapan pada tanggal 12 Februari 2019, 

karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 

18 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :  

Pasal 18 ayat (1) KUHAP : 

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. Dilakukan oleh petugas kepolisisan 

Negara Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta 

memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang 

mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan 
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penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 

dipersangkakan serta tempat ia diperiksa82 

b. Bahwa penangkapan oleh Temohon dan Pemohon ternyata telah 

dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan atau 

memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan tersebut pada tanggal 12 

Februari 2019, karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggar 

Ketentuan Pasal 70 ayat (2), Pasal 72, Pasal 75 huruf a dan huruf c 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara 

Pidana di Lingkungan Kepolisian (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai 

berikut : 

Pasal 70 ayat (2) perkap No. 12 Tahun 2009 : 

Setiap tindak pengkapan wajib dilengkapi Surat Tugas dan Surat 

Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan 

penyidik yang berwenang 

Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009 : 

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas 

wajib :  

Memahami peraturan perundang-undangan terutama mengenai 

kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta 

batasan-batasan kewenangan.83 

 
82 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 

02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb , hlm.6 
83 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 

02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb , hlm.7 
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c. Bahwa Penangkapan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada 

tanggal 12 Februari 2019 tidak disertai surat Panggilan sebelumnya, 

hanya berbentuk lisan dalam via telpon oleh Termohon, dengan ditakuti-

takuti oleh Termohon. Sehingga pada tanggal tersebut Pemohon datang 

langsung ke Polsek Kota Baru. Maka tindakan Permohon telah 

melanggar Pasal 72 dan Pasal 65 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara 

Pidana di Lingkungan Kepolisian (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai 

berikut : 

Pasal 72 No. 12 Tahun 2009 : 

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir 

tanpa alasan yang patut dan wajar;  

b. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri; 

c. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;  

d. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;  

e. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.84 

 

d. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Kuasa Hukum Pemohon 

berulangulang kali mempertanyakan surat perpanjangan Pemohon, 

dimana Pemohon telah ditahan selama 31 Hari penahanan tanpa adanya 

surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri 

Jambi. Sehingga Kuasa Hukum Pemohon meminta kepada Termohon 

untuk mebebaskan Pemohon dari Rutan Polsek Kota Baru, namun ditolak 

oleh Termohon dengan alasan surat tersebut ada namun dibawa oleh 

 
84 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 

02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb , hlm. 7 
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Jefry dan belum pernah surat Perpanjangan Penahahan tersebut diberikan 

kepada Pemohon maupun Keluarga Pemohon. Dengan demikian adanya 

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon tidak 

mengeluarkan Pemohon dari Rutan pada tanggal 05 Maret 2019, karena 

tidak adanya perpanjangan penahanan yang diberikan kepada Pemohon 

maupun Keluarga Pemohon. Bahwa dengan demikian Termohon 

(penyidik) telah melanggar ketentuan dari Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 24 

Ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut : 

Pasal 21 ayat (3) KUHAP  

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan 

atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

harus diberikan kepada keluarganya. 

Pasal 24 Ayat (1) KUHAP  

(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh 

hari. 

 

e. Bahwa karena Termohon  tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai 

dengan KUHAP, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan 

akan hukum, padahal Termohon sebagai aparat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia incasu dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya 

memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON 

dalam hal pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan, antara lain, 

perintah Pasal 7 ayat  (3) KUHAP sebagai berikut : 

Pasal 7 ayat (3) : 

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. 




